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ABSTRAK

SONYA RUYELLA (03193005) Jurusan [Imu Politik, Fakultas [lmu Sosial
Dan lHmu Politik,Universitas Andalas Padang, Pembimbing | Drs. Bakaruddin
Rosyidi, M5 dan Pembimbing 1T Dirs. Tamrin, M.5i. Judul Skripsi “Konflik
Pilkada Langsung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005 (Studi Kasus:
Konflik antara PAN, PDMP, dan Partai Aliansi Dalam Penetapan Bakal Calon
Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman periode 2005-20010)".

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuar dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah dan melalui PP NOWG Tahan 2005 Tentang Pemilihan,
Pengesaban, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrab, maka dilaksanakanlah pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan
sepala daerah di Swmatera Barat salah satunya berlanpgsung di Kabupaten Padang
Pariaman. Mamun pemiliban kepala daeraly ini melahirkan konilik antara PAN, PDIP.
dan Partai Aliansi dengan KI'U Padang Pariaman. KPL Padang Pariaman menolak
pendaftaran pasangan bakal calon Al Arilin dan Davip Maldian yvang diusung oleh
PIMP dan Partar Aliansi, Sebab menurut KPU Padang Paraman dan pthak PDIP
ditanda tangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris sehingpa tidak memenuhi
svarat pendaftaran bakal calon schagaimana vang termuat dalam UL 32 tahun 2004
lentang Pemerintah Daerah dan melalud PP NOW Tahon 2005 Tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah. Dan menurut KPU Padane Parnaman bahwa PDIP. Parai Aliansi, dan PAN
telah mendafiarkan  pasangan bakal calon Muslim Kasim dan Ali Mukhni.
Menanggapt hal ferscbut PDIP fidak menerima keputusan tersebut karena menurut
PDIP orang yang menandatangani berkas pencalonan tersebut sudah sesuai dengan
AD ART DPC PRIP dan berdasarkan rekomendasi dari DPP PDIP calon vang
diusung oleh PDIP dan Koalisi Partai Politik adalah Al Arilin dan Davip Maldian
bukan Muslim Kasim dan Al Mukbni. Kemudian DPD PAN Padang Pariaman juga
menanggapl bahwa DPD PAN Padang Pariaman tidak ikut serta pendafiaran bakal
calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman 2005-2000 karena PAN tidak
mencukupl suara 15% dan tidak pernah berkoalist dengan Partai Politik manapun.

Pada penelitian ini yang menjadi peranvaan penelitian bagaimana penyebab
konflik. bentuk konflik. dan resolusi kontlik antara PAK, PDIP, dan  Partai Aliansi
dengan KPU Padang Panaman dalam penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati
Padang Pariaman periode 2005-2010,dengan ujuan penclitian untuk mendeskripsikan
penyebab, bentuk, dan resolusi konflik antara PAN, PDIP. dan Partai Aliansi dengan
EPL Padang Pariaman dalam penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang
Pariaman periode 2005-2000. Pendekatan teort vang peneliti gunakan adalah tecr
konflik Ted Robert Gurr dan Teon konflik politik Paul Conn dalam Ramlan Surbakii,

Penelitian ini mengeunakan pendekatan kualitatil dengan tipe penclitian stedi
kasus. dengan teknik pemilihan informan secara Purposil Sampline. Unit analisa



BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang

Proses reformasi telah melahirkan Undeng-Undang Mo, 22 Tahun 1999 vanp
kemudian direvisi menjadi Undang-Undeng Mo, 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintoh Daerah, Pemerintah Daerzh Kabupaten/Kota diberi hak, wewenang.
dan kewajiban untek mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dari
kepentingan masyarakal selempal sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
vang disebul dengan olonomi deerah, Tujuan diberikannya otonomi dacral
adalah untuk meningkatkan kesejehteraan masyarakat. pelavanan umum dan dayva
saing daernh menunet asas olonomi dan twugas pembantiuan.

Pelaksanasn Otonomi Daerzh memiliki asas otomomi daerah yaite ;1) Asas
Diesentralisasi vaitu penyerahan wewenang pemerintshan oleh pemerintal kepada
daerah otonom entuk mengatur dan mengurus urusen pemerintahan dalam sistem
Megara hesatuan Republik Indonesia. {2) Dekonsentrasi wvaiu pelimpahan
wewenang  pemerintzhan oleh pemerimtah kepads  Gubernur  sebagai wakil
pemerintah danfatau kepada instansi vertikal di wilayah terteni, (39 Tugos
pembantusn yaitu penegasan dari pemerintaban kepada dacrah dan atau desa dari
pemerintahan provinsi kepada kabupaten®ota dan atau desa serta pemerintah

kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertento.” Dengan ketipa

Uik Undang=undong o, 37 Tahan 2004 Tentang  Pemerintdh Daerd Pasal 1, poing 3,
Lembaran  Megara Republik Indonesia Tahoe 2004 %o 123,
i, Pasal 1 poing -4,



asas ctonemi daerah tersebut maka diharapkan sistim pemerintahan dapat berjalan
dengan baik.

Undang-Undang M. 32 Tabun 2004 menjelaskan tentang pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala daersh secars langsung, vang di atur meladai PP MNao, 6
Tabun 2005 jo PP No. 17 Tabun 2005 Tentang Pemiliban, Pengesahan.
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ini
Juga dinyatakan pada pasal 56 avat 1 Ul No32 whun 2004 vang berbunyi ¢
Repala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah dipilih satu pasangan calon yang
dilaksanskan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia.
dujur dan adil, Dengan adanya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara langsung, maks masyarakat dapat menentukan kepala dacrsh dan wakil
kepala daerah yang akan memimpin daerabnya dan dapal mencmukan arah
kehijukan yang akan dibuat dan dilaksanakan untuk kesejahteraan masvarakat.

Penyelengaraan pilkada telah dilaksanakan semenjak zaman kolonial hingga
Orde Baru, yang terlihat dalam pemiliban Kepala Dacrah ala Demokrasi
Pancasila, dimana DPRD memiliki kewenangan untuk memilih kepala daerah,
namun keputusan dan penetapan dilakuken oleh pemerintah pusat.” Keberhasilan
penyelenggaragn pemilihan presiden dan wakil presiden sceara langsung pada
tanggal 3 Juli 2004, memberikan  semangal  pemerintah dasrab untok
meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan cara penerapan pemifihan kepala
dagrah secara langsung berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang

herlaku. Dengan adanya pemiliban kepala daersh secara langsung dibarapkan akan

T Wil Mubarok, Subsesd Pikeks S Memenarphar Filbada Langswsg, PT. Java Pusiaka
sdeddin Ui, Somabayie, 206005, him. 27,



BAR VI
FENLITUP
A. Kesimpulan

Pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah secara langsung menzpakan
suaty hal vang baru sctelah otenomi daerah. Pelaksanaan pemilihan kepada daerah
dan wakil kepala derah ini mengacu kepada UL Mo, 32 Tahun 2004 tentang
pemerintah dacrah dan PI* NOW6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengangkatan,
pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepals daerah. Pada
bulan Juni 2003 pemilihan kepala derah dilaksanakan di seluruh Indonesia
termasuk di Kabupaten Padang Pariaman, dimana pelaksanaan pilkads Kabupaten
Padang Pariaman di warnai kontlik pada saal penetapan bakal calon sehingog
terjadi penggembokan dan pengrusakan kantor KPU Padang Pariaman oleh para
demaenstran.

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan, Pestamg, pemerintsh
Padang Pariaman belum siap dalam  penvelengparaon pilkads langsung  di
Kabupaten Padang Pariaman karena Panwas Pilkada baru terbentuk tanggal 30
April 2005 melalui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang
Pariaman No. OVKEP.®DPRD200S, Maka dalam Sidang Paripurna 1stimews
DPRI) Kabupaten Padung Pariaman dan diambil sumpahfanji sckaligus dilantik
aleh Ketwa Pengadilan Megeri Pariaman. Sebinggs Panwas pilkada Pedang
Parizman tidsk dapal melsksanakan ugasnyva secars optimal,

Keena, Penyebab konflik pilkada wvaitu KPU  Padang Pariaman yang

merupakan  lembapga  independent vang  mempunyal kekuasaan  untuk

ik
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